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ABSTRAK

Ikatan Akuntan Indonesia (IAl) telah menerbitkan standar akuntansi syariah, salah
satunya yaitu PSAK 102 yang mengatur pembiayaan Murabahah. Dengan diterbitkan PSAK
tersebut harusnya menjadi acuan dalam praktek akuntansi bagi lembaga keuangan Islam,
bank maupun non bank di Indonesia untuk menghindari salah saji laporan keuangan. Karena
akuntansi syariah tidak sekedar memberikan informasi pengambilan keputusan, tetapi juga
untuk menghindari praktek kecurangan. Begitu pula dalam PSAK 102 sudah diatur tentang
pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan Murabahah. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui perlakuan akuntansi mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian dan
pengungkapan pembiayaan Murabahah yang ada di PT. Bank Syariah Mandiri Jember dan untuk
mengetahui kesesuaian perlakuan akuntansi pembiayaan Murabahah yang ada di PT. Bank Syariah
Mandiri Jember dilihat dari PSAK No. 102 dan aturan lain yang berlaku. Penelitian ini dilakukan,
pada PT. Bank Syariah Mandiri Jember. Uji hipotesis yang digunakan uji analisis regresi linier
berganda untuk data berdistribusi hormal menggunakan uji asumsi klasik.

Hasil pengujian Perlakuan akuntansi mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian dan
pengungkapan pembiayaan Murabahah pada PT. Bank Syariah Mandiri Jember sudah sesuai
dengan PSAK No. 102.

Kata kunci: Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Murabahah, PT. Bank Syariah Mandiri

ABSTRACT

The Indonesian Institute of Accountants (IAl) has issued sharia accounting standards, one of
which is PSAK 102 which regulates Murabahah financing. With the issuance of PSAK, it should be a
reference in accounting practices for Islamic financial institutions, banks and non-banks in Indonesia
to avoid misstatement of financial statements. Because Islamic accounting does not only provide
decision-making information, but also to avoid fraudulent practices. Likewise, PSAK 102 regulates
the recognition, measurement, presentation and disclosure of Murabaha. This study aims to determine
the accounting treatment regarding the recognition, measurement, presentation and disclosure of
Murabahah financing in PT. Bank Syariah Mandiri Jember and to determine the suitability of
accounting treatment for Murabahah financing at PT. Bank Syariah Mandiri Jember seen from PSAK
No. 102 and other applicable rules. This research was conducted, at PT. Bank Syariah Mandiri
Jember. The hypothesis test used was multiple linear regression analysis for normally distributed data
using the classical assumption test.

Test results Accounting treatment regarding the recognition, measurement, presentation and
disclosure of Murabahah financing at PT. Bank Syariah Mandiri Jember is in accordance with PSAK
No. 102
Keywords: ~ Murabahah Financing Accounting Treatment, PT. Mandiri Syariah Bank
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PENDAHULUAN

Perkembangan bank syariah dinilai
cukup pesat. Hal tersebut dapat dilihat dengan
banyaknya bank konvensional yang membuka
cabang dengan kegiatan atau perjanjian yang
sesuai dengan hukum Islam (Wardani, 2017).
Salah satu konsep yang diterapkan bank syariah
adalah transaksi yang meniadakan sistem bunga.
Inilah salah satu perbedaan yang dimiliki bank
syariah jika dibandingkan dengan bank
konvensional. Dengan adanya konsep tersebut,
diharapkan agar bank dapat optimal dalam

melayani masyarakat sesuai dengan prinsip
syariah  serta  masyarakat =~ dapat lebih
mengembangkan usahanya melalui program

pembiayaan yang disediakan oleh bank syariah
(Yusuf, 2013).

Kemunculan bank syariah ditengah-tengah
perbankan  konvensional bertujuan ~ untuk
menawarkan sistem perbankan yang lebih
mudah bagi umat Islam yang ingin memperoleh
layanan jasa dengan tidak melanggar larangan
riba.  Perbankan syariah' di  Indonesia
menunjukkan ~ sangat - berkembang positif,
ditandai dengan bukti-bahwa semakin banyak
masyarakat yang telah menggunakan produk jasa

bank  syariah.  Perbankan = syariah  juga
mempunyai peranan penting dalam
perekonomian dan diharapkan dapat mendorong
perkembangan perekonomian suatu  negara
(Wangsawidjaja, 2012).

Perkembangan = bank dan ° lembaga

keuangan syariah ataupun entitas syariah lainnya
menimbulkan tantangan besar khususnya bagi
dunia akuntansi. Akuntansi syariah memandang
bahwa kedua tujuan dasar dari akuntansi yaitu
memberikan  informasi dan  akuntabilitas
dianggap sebagai suatu kesatuan yang tidak bisa
dipisahkan satu sama lainnya berlandaskan Al-
Quran, As-Sunnah dan Ayat Kauniyah,
akuntansi syariah memandang bahwa tujuan
dasar dari akuntabilitas dalam praktiknya
bukanlah sekedar akuntabilitas yang bersifat
horizontal saja (hablum min al-nas) saja tapi
juga sebagai akuntabilitas yang bersifat vertikal,
bisa dipertanggung jawabkan kepada Allah SWT
(hablum min al-Allah). Diantara sumber-sumber
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informasi yang penting dalam mencapai tujuan
tersebut adalah laporan keuangan sebagai akibat
adanya transaksi syariah yang sesuai dengan
standar akuntansi syariah.

Seiring dengan berjalannya jaman dan
majunya teknologi pada dunia, kemunculan
perbankan syariah telah berperan penting pada
sektor ekonomi di Indonesia dan menunjukkan
bahwa produk pembiayaan yang banyak diminati
oleh masyarakat adalah pembiayaan Murabahah.
Murabahah menjual barang tersebut dengan
harga pembelian ditambah margin keuntungan
yang disepakati, dan harga barang tersebut harus
dingkapkan kepada pembeli oleh si penjual.
Barang murabahah yang diperjual belikan harus
hadir ketika penandatanganan.kontrak dan bisa

dibayar * tunai, secara angsuran ataupun
ditangguhkan  sesuai . dengan  kesepakatan
bersama.

PSAK 102 merupakan Salah satu standart
akuntansi syariah yang diterbitkan oleh lkatan
Akuntan Indonesia (IAl) yang mengatur tentang
pembiayaan - Murabahah.  Harapan = dari
diberlakukannya PSAK 102 tersebut = vaitu
menjadi tumpuan dalam penerapan akuntansi
dalam sebuah perbankan syariah maupun non
bank syariah di- Indonesia untuk menghindari
salah saji laporan keuangan. Karena akuntansi
syariah tidak hanya memberikan informasi
pengambilan keputusan, tetapi juga menghindari
penipuan atau praktek kecurangan. Demikian
pula, PSAK 102 mengatur tentang pengakuan,
pengukuran, = penyajian dan - pengungkapan
Murabahah.

Salah satu bank syariah di Kabupaten
Jember adalah Bank Syariah Mandiri yang
berlokasi di jalan PB. Sudirman No .41-43,
Pagah Jember Lor, Kecamatan Patrang
Kabupaten Jember. PT Bank Mandiri Syariah
Cabang Jember ini mengakui pendapatan bunga
maupun bagi hasil yaitu berdasarkan kebijakan
akuntansi yang diterapkan dan mengacu
terhadap prinsip akuntansi yang berlaku umum.
Kebijakan akuntansi ini diterapkan untuk
mendukung kelancaran aktivitas bank tersebut.



Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perlakuan akuntansi
mengenai pengakuan, pengukuran,
penyajian dan pengungkapan pembiayaan
Murabahah yang ada di PT. Bank Syariah
Mandiri Jember.

2. Untuk mengetahui kesesuaian perlakuan
akuntansi pembiayaan Murabahah yang ada
di PT. Bank Syariah Mandiri Jember dilihat
dari PSAK No. 102 dan aturan lain yang
berlaku.

TINJAUAN PUSTAKA

Perbankan Syariah

Pengertian Bank menurut UU ' No.10
Tahun 1998 adalah suatu badan usaha yang
menghimpun dana  masyarakat = berbentuk
simpanan, juga menyalurkannya = pada
masyarakat dengan bentuk kredit atau juga
bentuk-bentuk lainnya dalam rangka
meningkatkan = taraf hidup rakyat banyak.
Sedangkan lkatan Akuntan Indonesia (2002),
bank adalah lembaga yang berperan sebagai
perantara keuangan (financial intermediary)
antara pihak yang memiliki dana dan pihak yang
memerlukan dana, serta lembaga yang berfungsi
memperlancar lalu lintas pembayaran.

Bank Islam di Indonesia disebut bank
syariah  disebut lembaga keuangan  yang
berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi di
sektor riil melalui aktivitas kegiatan usaha
(investasi, jual beli, atau lainnya). Ascarya
(2015) menyatakan bahwa prinsip syariah ialah
aturan perjanjian berdasarkan- hukum Islam
antara bank dan pihak lain, untuk penyimpangan
dana atau pembiayaan kegiatan usaha,
pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan
lainnya dinyatakan sesuai nilai-nilai Syariah
yang bersifat makro dan mikro.

Bank Syariah adalah bank yang beroperasi
dengan tidak mengandalkan pada bunga (Yusuf,
2013). Pengertian lain dari Bank Syariah adalah
bank yang melaksanakan kegiatan usaha
berdasarkan prinsip syariah, aturan perjanjian
berdasarkan hukum Islam bank dan pihak lain
untuk penyimpanan dana pembiayaan kegiatan
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usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan
sesuai dengan syariah (Ascarya, 2015)

Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun
1998, tentang Perubahan Undang Undang No. 7
Tahun 1992, tentang Perbankan pada pasal 1,
Prinsip Syariah merupakan aturan perjanjian
berdasarkan hukum Islam antara bank dengan
pihak lain untuk penyimpanan dana atau
pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan
lainnya dinyatakan sesuai dengan syariah, antara
lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil
(mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip
penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual
beli barang dengan memperoleh keuntungan
(Murabahah), atau pembiayaan barang modal
berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan
(ijarah), = atau - dengan adanya pemindahan
kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak
bank oleh pihak lainnya (ijarah wa igtina).

Fungsi dan Peran Bank Syariah
Bank syariah ialah  bank = yang
menjalankan fungsi intermediasinya berdasarkan

prinsip syariat Islam. Menurut Arifin (2012),

peran dan fungsi bank syariah, di antaranya

sebagai berikut:

a. Sebagai ~ tempat  menghimpun = dana
masyarakat atau usaha dalam bentuk
tabungan (mudharabah), dan giro (wadiah),
serta menyalurkannya kepada sektor rill
yang membutuhkan.

b. Sebagai tempat investasi bagi usaha (baik
dana modal maupun ~ dana rekening
investasi) dengan menggunakan alat-alat
investasi yang sesuai dengan syariah.

c.. Menawarkan - berbagai jasa keuangan
berdasarkan upah melalui sebuah kontrak
perwakilan atau penyewaan.

d. Memberikan jasa sosial seperti pinjaman
kebajikan, zakat dan dana sosial lain sesuai
dengan ajaran Islam.

Tujuan Bank Syariah

Upaya pencapaian keuntungan setinggi-
tingginya (profit maximization) adalah tujuan
biasa dicanangkan oleh bank komersial,
terutama bank konvensional. Berbeda dengan
tujuan bank konvensional, bank syariah berdiri
untuk  menggalakkan, memelihara  dan



mengembangkan  jasa-jasa  serta  produk-
produk perbankan yang berdasarkan prinsip-
prinsip syariat Islam. Bank syariah juga
memiliki kewajiban untuk mendukung aktivitas
investasi dan bisnis yang ada di lembaga
keuangan sepanjang aktifitas tersebut tidak
dilarang dalam Islam. Selain itu, bank syariah
harus lebih menyentuh kepentingan masyarakat
kecil (Arifin, 2012).
Prinsip Bank Syariah

Menurut Yaya, dkk (2012) terdapat
beberapa kategori yang termasuk dalam
transaksi yang dilarang karena sistem dan
prosedur yang menghasilkan keuntungan adalah:
1. Tadlis
Tadlis adalah suatu jenis transasksi yang
memuat hal-hal utama yang tidak diketahui oleh
satu pihak (unknown to one party). Empat hal
utama yang mungkin terjadi dalam transaksi
tersebut adalah: kuantitas, kualitas, harga, waktu
dan penyerahan.
2. Gharar
Transaksi Gharar mempunyai kemiripan dengan
tadlis. Dalam tadlis, kurangnya informasi terjadi
di satu pihak, sedangkan dalam gharar,
kurangnya informasi ‘terjadi di kedua belah
pihak yang bertransaksi jual-beli. Ada empat hal
utama yang mungkin terjadi pada gharar, yaitu:
kuantitas, kualitas, harga, waktu pengiriman.
3. Bai’ikhtiar
Ini adalah bentuk lain dari transaksi jual beli
yang tidak diperbolehkan oleh hukum . Islam:.
Ikhtikar berusaha mencari kelangkaan barang
dengan cara menimbun. Oleh karena itu, penjual
akan mendapatkan banyak keuntungan karena
dapat menjual dengan tarif yang lebih tinggi dari
sebelum terjadi kelangkaan.
4. Bai’Najasy
Tindakan menciptakan permintaan palsu, seolah-
olah ada banyak permintaan untuk produk
tertentu, sehingga harga produk akan naik.
5. Maysir
Ulama dan fugaha mendefiniskan maysir (judi
atau gambling) sebagai permainan di mana satu
pihak menang dan pihak lain menderita
kerugian.
6. Riba
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Peningkatan pendapatan yang tidak sah (bathil),
yang mencakup pertukaran barang serupa
dengan  kualitas, kuantitas, dan waktu
pengiriman yang berbeda, atau mengharuskan
pelanggan yang menerima pembiayaan untuk
mengembalikan pokok pinjaman dari dana yang
diterima dari waktu ke waktu(nasi’ah).

Pembiayaan

Menurut Keputusan Menteri  Negara

Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah No:

91/Kep/M.KUKMI/1X/2004 tentang Petunjuk

Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan

Syariah, Murabahah ialah tagihan atas transaksi

penjualan barang dengan menyatakan harga

perolehan, keuntungan (margin) disepakati
pihak penjual (koperasi) dan pembeli (anggota,
calon anggota, koperasi-koperasi lain dan atau
anggotanya) atas transaksi jual beli tersebut,
mewajibkan anggota melunasi kewajibannya
sesuai  jangka  waktu - tertentu  disertai
pembayaran imbalan berupa margin keuntungan
yang disepakati ~di muka sesuai akad.

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau

tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

1. Transaksi-~ bagi  hasil - dalam = bentuk
mudharabah dan musyarakah.

2. Transaksi - sewa menyewa dalam bentuk
ijjarah atau sewa beli, bentuk ijarah
muntahiya bittamlik.

3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang
Murabahah, salam, dan istishna’.

4. Transaksi pinjam meminjam dengan bentuk
piutang gardh. Transaksi sewa menyewa jasa
bentuk ijarah untuk transaksi multi jasa
berdasarkan persetujuan atau kesepakatan
antara Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah
dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang
dibiayai atau diberi fasilitas dana untuk
mengembalikan dana tersebut setelah jangka
waktu tertentu dengan imbalan ujroh, tanpa
imbalan atau bagi hasil. (Yusuf, 2013).

Menurut Rivai dan Arifin (2010),
pembiayaan atau financing, yaitu pendanaan
yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak
lain untuk mendukung investasi yang telah
direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun
lembaga. Pembiayaan adalah pendanaan yang



dikeluarkan untuk mendukung investasi yang
telah direncanakan.

Murabahah

Murabahah  dalam  perspektif figh
merupakan bentuk jual beli yang bersifat
amanah (bai’ al-amanah). Murabahah sendiri
berasal dari kata “Ar-Ribhu” dari bahasa arab
yang berarti  kelebihan atau tambahan
(keuntungan). Murabahah adalah transaksi jual-
beli barang dengan menyebutkan harga
perolenan dan keuntungan yang disepakati

antara bank dengan nasabah. Hal yang
membedakan transaksi Murabahah - dengan
transaksi  penjualan lainnya adalah  bank

menjelaskan kepada nasabah tentang - harga
pokok barang tersebut dan besar keuntungan
didapatkan oleh bank. Nasabah dan bank dapat
melakukan tawar-menawar atas besaran margin
keuntungan sehingga akhirnya . diperoleh
kesepakatan (Nurhayati dan Wasilah, 2015:177).
Menurut Warsono dan Jufri (2011),
akad Murabahah adalah akad jual beli suatu
barang dilakukan dengan menyebutkan harga
asal serta keuntungan disepakati antara
penjual dan pembeli, dimana pembayarannya
dapat dilakukan dengan cara tunai maupun
kredit.
Jenis Akad Murabahah
Akad Murabahah terbagi menjadi dua
jenis, yaitu Murabahah dengan pesanan dan
Murabahah tanpa pesanan (Nurhayati dan
Warsilah, 2015).
1. Murabahah dengan Pesanan
Akad Murabahah pesanan adalah
suatu akad dimana penjual membeli barang
berdasarkan adanya pesanan dari pembeli.
Akad ini dapat bersifat mengikat atau pun
tidak. Jika akad ini bersifat mengikat, maka
pembeli harus membeli barang dari penjual
yang sudah dipesan, artinya pemesanan
dilakukan tidak dapat dibatalkan. Jenis
pesanan mengikat, apabila penjual sudah
membeli aset, kemudian sebelum diserahkan
kepada pembeli mengalami penurunan nilai,
maka penurunan nilai akan dihitung sebagai
beban dan akan mengurangi nilai akad.
2. Murabahah Tanpa Pesanan

e- Journal EKonomi Bisnis dan Akuntansi 2020

Dalam akad ini, pembeli tidak
melakukan pemesanan aset Murabahah
kepada penjual. Pembeli langsung membeli
aset Murabahah yang sudah ada pada
penjual, tanpa harus melakukan pemesanan
terlebih dahulu. Akad ini sifathya tidak
mengikat. Artinya, pembeli bisa melakukan
pembatalan pembelian.

Rukun Murabahah

Ketentuan-ketentuan sSyariat yang
berkaitan  dengan  transaksi  murabahah
dituangkan oleh Dewan Syariah Nasional
Nomor-- 04/DSN-MUI/IVV/2000 yang memuat
ketentuan-ketentuan umum murabahah dalam
Perbankan Syariah dan menjadi rukun yang
harus ada pada transasksi rukun murabahah
(Yaya dan kawan kawan, 2012) diantaranya;
1. Transaktor

Adanya pembeli (nasabah) dan penjual
(bank syariah). Dalam fikih-muamalah, perilaku
yang harus dimiliki transaktor antara lain
berakal -atau dapat memahami dan memiliki
kondisi yang dimana mungkin untuk dilakukan
seseorang, contohnya tidak gangguan jiwa,
keadaan tidak dipaksa, atau lainnya.
2. Objek akad

Rukun objek akad transasksi murabahah
meliputi barang dan harga barang yang diperjual
belikan. Fatwa DSN No.4 menyatakan bahwa

dalam jual-beli Murabahah. Barang yang
diperjualbelikan ~ bukanlah  barang  yang
diharamkan olenh = syariah islam. DSN

mengisyaratkan bahwa bank membeli barang
yang dibutuhkan oleh pelanggan atas namanya
sendiri dan wajib menyampaikan semua hal
yang berhubungan dengan pembelian kepada
nasabah, contohnya jika pembelian dilakukan
atas dasar hutang.

3. ljab (Serah) dan gabul (Terima)

Berupa menyatakan keinginan semua
pihak, baik berupa perkataan maupun perbuatan.
Akad ini mengikat kedua belah pihak dan
memuat berbagai isi, antara lain: 1. Nama
notaris dan keterangan tentang waktu dan tempat
penandatanganan akad. 2. Identitas pihak
pertama, dalam hal ini pihak yang mewakili
Bank Syariah. 3. Identitas pihak kedua dalam
hal ini adalah pelanggan yang membeli barang



sebagai ahli waris dengan didampingi oleh
suami/istri yang bersangkutan. 4. Penafsiran
akad murabahah pada akad pembiayaan
murabahah, hukum syariah, barang, pemasok,
pembiayaan, harga beli, margin keuntungan,
surat konfirmasi pembayaran, masa berlaku
surat pembayaran, dokumen jaminan, jangka
waktu perjanjian, hari kerja bank, pembukuan
pembiayaan, surat penawaran (offering latter),
pembiayaan permohonan realisasi, wanprestasi,
dan perjanjian penggunaan fasilitas pembiayaan.

5. Alat pembiayaan dan penggunaannya,

pembayaran, realisasi, dll.

Syarat Murabahah

Syarat adalah unsur yang harus ada dalam
perjanjian tersebut, tetapi tidak merupakan

esensi dari akad tersebut (Maulidiana, 2012).

Syarat-syarat yang dilakukan pada akad

Murabahah dijabarkan (Maulidiana, 2012)

sebagai berikut:

1. Penjual memberitahu biaya modal kepada
nasabah yang bersangkutan.

2. Kontrak pertama harus sah sesuai -rukun
yang di tetapkan.

3. Kontrak harus bebas dari riba.

4. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli
bila terjadi cacat atas barang sesudah
pembelian.

5. Penjual harus menyampaikan semua yang
berkaitan dengan pembelian, misalnya jika
pembelian dilakukan secara utang Secara
prinsip, jika (1), (4) dan (5) tidak dipenuhi,
pembeli memiliki pilihan:

1. Melanjutakan Pembelian seperti apa
adanya.

2. Kembali kepada penjual dan menyatakan
ketidak setujuan atas barang yang di jual.

3. Membatalkan kontrak

Prinsip Pembiayaan Murabahah
Wahbah Az Zuhaili (2011), prinsip
pembiayaan Murabahah dapat diuraikan sebagai
berikut
a. Pembiayaan Murabahah dapat digunakan
untuk tujuan konsumtif seperti pembelian
kendaraan bermotor, rumah dan alat rumah
tangga lainnya maupun tujuan produktif
seperti kebutuhan modal kerja atau investasi.
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b. Pembiayaan Murabahah yang diberikan
oleh bank kepada nasabah harus dituangkan
dalam bentuk perjanjian yang dibuat secara
notariil atau dibawah tangan.

c. Saat penyusunan perjanjian pembiayaan
Murabahah bank (sebagai penjual) harus
menyampaikan semua hal yang berkaitan
dengan pembelian obyek pembiayaan
kepada nasabah (sebagai pembeli) seperti
harga pokok, margin, kualitas dan kuantitas

obyek pembiayaan yang akan
diperjualbelikan.
d. Dalam kontrak perjanjian pembiayaan

Murabahah - harus tertera dengan jelas
bahwa bank menjual obyek pembiayaan
kepada nasabah dengan harga jual yang
terdiri atas harga perolehan dan margin.

e. Harga perolehan terdiri dari sejumlah dana
yang dikeluarkan bank untuk memiliki
obyek pembiayaan ditambah dengan biaya-
biaya yang terkait langsung  dengan
pengadaan barang dan harus dinyatakan
dengan jelas dan transparan oleh bank.

f.  Biaya-biaya yang terkait langsung yang
dapat diperhitungkan ke dalam penetapan
harga  perolehan antara lain = biaya
pengiriman dan biaya yang dikeluarkan oleh
bank dalam rangka memelihara dan/atau
meningkatkan nilai barang.

0. Nasabah sebagai pembeli berjanji untuk
membayar harga jual yang disepakati atas
obyek pembiayaan secara cicil atau tunai
kepada bank pada jangka waktu tertentu
sesuai dengan yang telah disepakati dalam
kontrak perjanjian.

Akuntansi Pembiayaan Murabahah menurut
PSAK No. 102
PSAK 102 bertujuan untuk mengatur

pengukuran,  pengakuan, penyajian  dan
pengungkapan transaksi Murabahah. Dalam
PSAK No. 102 karakteristik Murabahah

terdapat dalam paragraph 05 sampai dengan 14,

yaitu:

1. Murabahah dilakukan berdasarkan pesanan
atau tanpa pesanan. Murabahah berdasarkan
pesanan, penjual melakukan pembelian



barang setelah menerima pesanan dari
pembeli.

Murabahah berdasarkan pesanan dapat
bersifat mengikat atau tidak mengikat
pembeli untuk membeli barang dipesannya.
Murabahah pesanan mengikat pembeli tidak
dapat membatalkan pesanannya.
Pembayaran Murabahah dapat dilakukan
secara tunai atau tangguh. Pembayaran
tangguh ialah pembayaran dilakukan tidak
pada saat barang diserahkan kepada
pembeli, tetapi pembayaran dilakukan
secara angsuran atau sekaligus pada waktu
tertentu.

Akad Murabahah memperkenankan
penawaran harga yang berbeda untuk cara
pembayaran yang berbeda sebelum  akad
Murabahah dilakukan. Namun' jika akad
tersebut telah disepakati, maka hanya ada
satu harga yang digunakan vyaitu harga
dalam akad.

Harga yang disepakati dalam Murabahah
adalah = harga jual. Penjual - harus
memberitahukan biaya perolehan persediaan
Murabahah  kepada  pembeli. -~ Biaya
perolehan persediaan Murabahah
merupakan  jumlah _kas  neto - yang
dikeluarkan oleh penjual sampai dengan
akad Murabahah, termasuk diskon yang
diterima oleh penjual dalam bentuk apa pun
atas pembelian persediaan = Murabahah
sampai dengan terjadinya akad Murabahah.
Diskon atas pembelian barang yang diterima
oleh penjual setelah akad Murabahah
disepakati diperlakukan sesuai kesepakatan
dalam akad tersebut. Jika tidak diatur dalam
akad, maka diskon tersebut menjadi hak
pembeli. Penjual dapat meminta pembeli
menyediakan ~ agunan  atas  piutang
Murabahah, antara lain, dalam bentuk
barang yang telah dibeli dari penjual
dan/atau aset lain.

Penjual dapat meminta uang muka (hamish
jiddiyah) kepada pembeli sebagai bukti
komitmen  pembelian  sebelum  akad
disepakati. Jika akad Murabahah batal,
maka uang muka tersebut dikembalikan
kepada pembeli setelah dikurangi biaya riil
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yang dikeluarkan oleh penjual. Jika uang
muka lebih kecil daripada biaya riil yang
dikeluarkan oleh penjual, maka penjual
dapat meminta ganti rugi kepada pembeli.
Jika pembeli tidak dapat menyelesaikan
piutang Murabahah sesuai dengan yang
diperjanjikan,  maka  penjual  dapat
mengenakan denda, kecuali jika dapat
dibuktikan bahwa pembeli tidak atau belum
mampu melunasi disebabkan oleh force
majeur. Denda tersebut didasarkan pada
pendekatan ta’zir yaitu untuk membuat
pembeli lebih disiplin terhadap
kewajibannya. Besarnya denda sesuai
dengan yang diperjanjikan dalam akad dan
denda yang diterima oleh  penjual
diperuntukkan sebagai dana kebajikan.
Penjual dapat memberikan potongan pada
saat terjadi pelunasan. piutang Murabahah;
atau memberikan - potongan atas piutang
Murabahah yang belum dilunasi.

Pengakuan dan Pengukuran, Penyajian dan
Pengungkapan Murabahah pada PSAK 102
1. Pengakuan dan Pengukuran

a. Tahap awal penyusunan laporan
keuangan - yaitu _ pengakuan ~ dan

pengukuran.
Menurut Yaya et al., (2009:23)
pengakuan merupakan proses

pembentukan pos yang memenuhi
definisi unsur serta kriteria pengakuan
dalam neraca atau laporan laba rugi,
sedangkan  pengukuran  merupakan
proses penetapan jumlah uang untuk
mengakui dan memasukan setiap unsur
laporan keuangan ke neraca dan laporan
keuangan. Pengakuan dan pengukuran
Murabahah dilakukan pada aktiva atau
asset, piutang, pendapatan margin,
potongan, denda atas pembiayaan serta
uang muka atas pembiayaan.
b. Perlakuan Akuntansi Untuk Penjual
Dalam pembiayaan Murabahah,
bank syariah bertindak sebagai penjual
yang bertugas memenuhi permintaan
nasabah yang bertindak sebagai pembeli
yakni dengan menyediakan barang



diperlukan pembeli dan sesuai dengan
permintaan pembeli

2. Penyajian

Dalam PSAK 102 (1Al, 2019:102.5),

disebutkan bahwa:

a. Piutang Murabahah disajikan sebesar
nilai neto yang dapat direalisasikan,
yaitu saldo piutang  Murabahah
dikurangi penyisihan kerugian piutang.

b. Pendapatan Murabahah tangguhan dan

biaya transaksi disajikan  sebagai
pengurang (contra account) piutang
Murabahah.

c. Beban Murabahah tangguhan disajikan
sebagai pengurang (contra account)
utang Murabahah.

3. Pengungkapan

Dalam PSAK 102 (IAl, 2019: 102.5),

disebutkan bahwa:

a. Penjual mengungkapkan yang terkait
dengan transaksi Murabahah, tetapi
tidak terbatas:

1) harga perolehan aset Murabahabh;

2) janji pemesanan dalam Murabahah
berdasarkan pesanan  sebagai
kewajiban atau bukan; dan

3) pengungkapan  yang diperlukan
sesuai - PSAK 101: Penyajian
Laporan Keuangan Syariah.

b. Pembeli mengungkapkan hal-hal yang

terkait dengan transaksi - Murabahah,
tetapi tidak terbatas:

1) nilai tunai aset yang diperoleh dari
transaksi Murabahah;

2) jangka waktu Murabahah tangguh;
dan

3) pengungkapan yang diperlukan
sesuai PSAK 101

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh
peneliti adalah jenis penelitian kualitatif,
sedangkan metode penelitian yang digunakan
adalah metode deskriptif, sehingga dalam
langkah penelitiannya tidak perlu merumuskan
hipotesis. Menurut Moleong (2005), penelitian

e- Journal EKonomi Bisnis dan Akuntansi 2020

kualitatif adalah penelitian untuk memahami
fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek
penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi,
tindakan, secara holistic, dengan cara deskripsi
dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu
konteks khusus yang alamiah dan dengan
memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Jenis penelitian ini berupa penelitian
lapangan di PT. Bank Syariah Mandiri sebagai
objek penelitian. Penelitian ini menggunakan
PSAK No. 102 sebagai standar yang digunakan
untuk  menganalisis  perlakuan  akuntansi
pembiayaan Murabahah di PT. Bank Syariah
Mandiri.

Jenis dan Sumber Data

Jenis ~data yang digunakan dalam
penelitian ini_adalah jenis data primer dan
sekunder, sedangkan sumber data penelitian ini
meliputi:

1. Data Primer adalah data secara langsung
kepada pengumpul data (Sugiyono, 2017).
Data primer dalam penelitian ini berupa
informasi  melalui  wawancara ~ semi
terstruktur yang dilakukan langsung dengan
narasumber PT. Bank Syariah Mandiri yaitu
manager marketing, manager bagian support
pembiayaan dan bagian akuntansi.

2. Data Sekunder adalah data secara tidak
langsung atau  melalui media perantara
seperti; buku, jurnal dan internet. Sumber
data sekunder merupakan sumber yang
tidak - langsung memberikan data kepada
pengumpul data, misalnyalewat orang lain
atau lewat dokumen (Sugiyono, 2017). Data
sekunder dalam penelitian ini berupa profil
perusahaan _terkait  struktur  organisasi
perusahaan, visi misi perusahaan dan laporan
keuangan PT. Bank Syariah Mandiri yang
peneliti dapat melalui akses website resmi
PT. Bank Syariah Mandiri. Selain itu,
peneliti juga menggunakan beberapa literatur
yang  berkaitan  dengan  pembiayaan
Murabahah seperti buku, artikel, dan berita

dari  website yang dapat mendukung
penelitian ini. Selain itu peneliti juga
mendapatkan informasi berupa dokumen

yang diberikan oleh pihak PT. Bank Syariah
Mandiri.



Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan
dalam penelitian ini yaitu:
1. Wawancara
Wawancara merupakan metode
pengumpulan data melalui pertemuan antara
dua orang yang saling bersangkutan untuk
bertukar informasi dan ide proses Tanya
jawab lisan, sehingga dapat dikonstruksikan
makna atau tujuan dalam suatu topic tertentu
(Sugiyono, 2017)..

2. Dokumentasi
Dokumentasi adalah data yang memperoleh
dari informasi dalam bentuk buku, arsip,
dokumen, tulisan angka dan gambar yang
berupa laporan serta keterangan yang dapat
mendukung penelitian (Sugiyono, 2017)..

3. Observasi
Observasi- adalah pengamatan ~ secara
langsung objek mengenai kegiatan dan
kondisi objek penelitian (Sugiyono, 2017)..

Metode Analisis Data

Metode = analisis data  yang digunakan
penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif,
yaitu analisis data dengan cara memberikan
penjelasan dengan memberikan predikat kepada
variabel yang diteliti sesuai dengan kondisi yang
sebenarnya (Arikunto, 2014).

Langkah-langkah  dilakukan  setelah
memperoleh data serta untuk menggambarkan
rumusan masalah peneliti adalah sebagai
berikut:

. Mengumpulkan data dari PT. Bank Syariah
Mandiri Cabang Jember dengan melakukan
observasi, wawancara, dan dokumentasi.

. Menggambarkan produk-produk dan
operasional, PT. Bank Syariah Mandiri Cabang
Jember.

. Menggambarkan apakah perlakuan akuntansi
bagi hasil akad Murabahah pada PT. Bank
Syariah Mandiri Jember.

. Membandingkan kategori-kategori tersebut
dengan sistem dan prosedur Akad Murabahah.

. Menganalisis seluruh data yang telah diperoleh

dari berbagai sumber pengumpulan data,
tentang permasalahan, memilah dan
merangkum.
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6. Kesimpulan.

Analisis data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah analisis deskriptif dimana
analisis tersebut dimulai dengan menyusun data,
mengklasifikasikan data. Kemudian data
dianalisis sehingga diperoleh gambaran yang
jelas mengenai penerapan PSAK No. 102 berupa
karakteristik, pengakuan dan pengukuran,
penyajian serta pengungkapan (Amrullah, 2016).
Dalam penelitian ini, peneliti melakukan analisa
perlakuan akuntansi dari pembiayaan
Murabahah di PT. Bank Syariah Mandiri,
kemudian dibandingkan dengan pedoman PSAK
No. 102 yang berisi pengakuan, pengukuran,
penyajian serta pengungkapan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

Gambar sejarah berdirinya Bank Syariah
Mandiri- tidak terlepas dari peristiwa Krisis
moneter dan ekonomi Indonesia yang terjadi
sejak Juli 1997, yang disusul dengan Kkrisis
politik nasional telah membawa dampak besar
dalam perekonomian nasional. Peristiwa Kkrisis

tersebut - telah - mengakibatkan  perbankan
Indonesia  didominasi - oleh . bank-bank
konvensional mengalami keterpurukan
menyebabkan pemerintah Indonesia

memperbaikinya dengan cara merestrukturisasi
dan  merekapitalisasi ~ sebagian  bank-bank
Indonesia. Pemerintah mengganti Undang-
undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan
dengan Undang-undang No. 10 tahun 1998 pada
bulan November 1998. Undangundang tersebut
memungkinkan bank beroperasi sepenuhnya
secara syariah atau dengan membuka cabang
khusus syariah.

Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki
oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT.
Bank Dagang Negara dan PT. Mahkota Prestasi
berupaya keluar dari krisis 1997-1999 dengan
cara merger sampai pada akhirnya memilih
konversi menjadi bank syariah dengan suntikan
modal dari pemilik. Merger empat bank (Bank
Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim
dan Bapindo) ke dalam PT. Bank Mandiri



(Persero) pada tanggal 31 Juli 1999, rencana
perubahan PT. Bank Susila Bakti menjadi Bank
Syariah (dengan nama Bank Syariah Sakinah)
diambil alih oleh PT. Bank Mandiri (Persero).

PT. Bank Mandiri (Persero) selaku
pemilik baru mendukung sepenuhnya dan
melanjutkan rencana perubahan PT. Bank Susila
Bakti menjadi Bank Syariah, sejalan dengan
keinginan PT. Bank Mandiri (Persero) untuk
membentuk unit syariah. Langkah awal dengan
merubah Anggaran Dasar tentang nama PT.
Bank Susila Bakti menjadi PT. Bank Syariah
Sakinah berdasarkan Akta Notaris:  Ny.
Machrani M.S. SH, No. 29 pada tanggal 19 Mei
1999. Kemudian melalui Akta No. 23 tanggal 8
September 1999 Notaris: Sutjipto, SH nama PT.
Bank Syariah Sakinah Mandiri diubah menjadi
PT. Bank Syariah Mandiri

Pada tanggal 25 Oktober 1999, Bank
Indonesia melalui surat putusan Gubernur Bank
Indonesia  No. 1/24/KEP.  BI/1999 telah
memberikan ijin perubahan kegiatan usaha
konvensional menjadi- kegiatan usaha prinsip
syariah kepada PT. Bank Susila Bakti.
Selanjutnya dengan surat Keputusan - Deputi
Gubernur  Senior  Bank Indonesia - No.
1/I/KEP.DGS/1999 tanggal 25 Oktober 1999,
Bank Indonesia telah menyetujui perubahan
nama Bank Susila Bakti menjadi Bank Syariah
Mandiri

Bank Syariah Mandiri  pertama kali
beroperasi resmi pada Senin tanggal 25 Rajab
1420 H atau tanggal 1 November 1999.
Kelahiran Bank Syariah  Mandiri merupakan
buah usaha bersama dari para perintis Bank
Syariah di Bank Susila Bakti dan manajemen
PT. Bank Mandiri yang memandang pentingnya
kehadiran Bank Syariah dilingkungan PT. Bank
Mandiri (Persero). Bank Syariah Mandiri hadir
sebagai bank yang mengkombinasikan idealisme
usaha dengan nilai-nilai rohani yang melandasi
operasinya. Harmoni antara idealisme usaha
dengan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi
salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri
sebagai alternative jasa perbankan di Indonesia.

Bank  Syariah  Mandiri  kemudian
membuka Kantor Cabang di seluruh provinsi
seluruh Indonesia, salah satunya di Jember yang
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pertama kali beoperasi pada tanggal 1 Desember
2007 yang beralamat di JI. PB Sudirman sebagai
Kantor Cabang Utama Jember. Adapun Kantor
Cabang pembantu Jember yang berada di bawah
koordinasi Kantor Cabang Jember yaitu terletak
di  Situbondo, Bondowoso, dan Balung.
Sedangkan Kantor Kas Jember tersebar di
daerah kawasan Jember yaitu di daerah Pasar
Tanjung Jember, di daerah jalan Karimata
Jember, dan Kalisat.

Bank Syariah Mandiri hadir sebagai bank
mengkombinasikan idealisme usaha dengan
nilai-nilai_rohani yang melandasi operasinya.
Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai
rohani inilah yang menjadi salah satu
keunggulan Bank Syariah  Mandiri sebagai
alternative jasa perbankan di Indonesia. Bank
Syariah- Mandiri  diganti menjadi Bank Syariah
Indonesia disingkat - BSI) adalah lembaga
perbankan syariah. Bank ini berdiri pada 01
Februari 2021 pukul 13.00 WIB. Pada 1
Februari 2021, bank ini merupakan hasil merger

anak  perusahaan BUMN bidang  perbankan
diantaranya Bank Rakyat Indonesia
Syariah, Bank Syariah Mandiri dan BNI

Syariah menjadi Bank Syariah Indonesia.

Bank Syariah Indonesia mendapat izin
dari  OJK dengan Nomor: SR-3/PB.1/2021
tanggal 27 Januari 2021 perihal Pemberian Izin
Penggabungan PT Bank Syariah Mandiri dan PT
Bank BNI Syariah ke dalam PT Bank
BRIsyariah Tbk serta lzin Perubahan Nama
dengan Menggunakan Izin Usaha PT Bank
BRIsyariah Thk Menjadi 1zin Usaha atas nama
PT Bank Syariah Indonesia Tbk sebagai Bank
Hasil Penggabungan.™

Adapun komposisi pemegang saham BSI
terdiri atas PT Bank Mandiri (Persero)
Tbk sebesar 51,2%, PT Bank Negara Indonesia
(Persero)  Tbk (25,0%), PT  Bank Rakyat
Indonesia (Persero) Tbk sebesar 17,4%, DPLK
BRI - Saham Syariah (2%), dan publik (4,4%)

Hasil Penelitian
Proses Pembiayaan Murabahah

Proses pembiayaan Murabahah pada PT.
Bank Syariah Mandiri Cabang Jember,
merupakan langkah-langkah atau tahapan
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penyaluran dana pembiayaan. Akad pembiayaan

Murabahah yang dilakukan oleh pihak PT. Bank

Syariah Mandiri Cabang Jember adalah akad

Murabahah bil wakalah, dimana bank berlaku

sebagai pihak yang memberikan pembiayaan,

dan mewakilkan pembelian barang (aset)

Murabahah  kepada nasabah. Kemudian,

nasabah adalah pihak yang melakukan

pembiayaan Murabahah kepada bank kemudian
melakukan pembelian barang (aset) kepada
penjual.

Mekanisme atau proses pembiayaan
Murabahah yang ada pada PT. Bank Syariah
Mandiri Cabang Jember, meliputi:

1. Nasabah datang ke PT. Bank Syariah
Mandiri Cabang Jember untuk melakukan
pembiayaan Murabahah.

2. Nasabah membuka rekening tabungan di PT.
Bank Syariah Mandiri Cabang Jember (bagi
yang belum memiliki rekening di PT. Bank
Syariah Mandiri Cabang Jember).

3. Nasabah mengisi = formulir permohonan
pembiayaan.

4. Nasabah menyerahkan berkas kelengkapan
administrasi yang telah ditetapkan oleh
bank. Berkas administrasi tersebut meliputi;

a. Perorangan: fotokopi KTP, NPWP,
buku/akta nikah, rekening koran selama
enam bulan terakhir, dan slip gaji.

b. Usaha: fotokopi akta pendirian, akta
perubahan terbaru, NPWP perusahaan,
KTP seluruh pengurus, rekening koran

satu bulan  terakhir dan laporan
pendapatan.
5. Nasabah melakukan wawancara terkait
pembiayaan.

6. Semua berkas dan informasi dari nasabah
kemudian dibawa untuk dilakukan cek dan
collect data, kemudian semuanya itu akan
diproses dan dianalisa untuk akhirnya
diputuskan apakah disetujui untuk dilakukan
pembiayaan atau tidak.

7. Setelah disetujui adanya pembiayaan, maka
bagian support pembiayaan akan melakukan

akad pembiayaan Murabahah dengan
nasabah tersebut.
8. Setelah dilakukan akad, maka bagian

support pembiayaan ini akan melakukan

e- Journal EKonomi Bisnis dan Akuntansi 2020

proses  pencairan  dana
Murabahah.

9. Dana yang cair ini nantinya akan ditransfer
ke rekening nasabah yang bersangkutan,
yang kemudian nasabah akan melakukan
pembelian barang atau aset kepada penjual,
baik secara tunai atau non tunai (transfer

antar rekening).

pembiayaan

Akad Pembiayaan Murabahah

Akad pembiayaan  Murabahah ini
merupakan akad jual beli yang dilakukan oleh
bank yang bertindak sebagai pihak yang
memberikan dana pembiayaan dengan nasabah
yang bertindak sebagai pembeli. Di dalam akad
Murabahabh ini terdapat suatu perjanjian tertulis,
dimana dokumen tertulis ini berisikan tentang
ketentuan dari akad yang dilakukan serta
kesepakatan dari dua belah pihak yang berakad.
Dan akad ini dinyatakan selesai apabila pihak
nasabah sudah mengembalikan atau melakukan
pelunasan terhadap kewajibannya kepada pihak
PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jember

Perlakuan Akuntansi di PT. Bank Syariah
Mandiri Cabang Jember
1. Pengakuan Pembiayaan Murabahah

PT. Bank Syariah Mandiri Cabang
Jember melayani pembiayaan Murabahah dalam
bentuk pesanan atau terikat, maupun tanpa

pesanan atau tidak terikat. ‘Dan dalam
pelaksanaannya bank menganut akad
pembiayaan Murabahah bil wakalah

berdasarkan pada Fatwa Dewan Syariat Nasional
No: 04/DSN-MUI/IV/2000 vyaitu jika bank
hendak mewakilkan kepada nasabah untuk
membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli
Murabahah harus dilakukan setelah barang,
secara prinsip, menjadi milik bank. PT. Bank
Syariah Mandiri Cabang Jember juga meminta
uang muka kepada nasabah serta jaminan dalam
bentuk barang atau aset sebagai bentuk
komitmen dari nasabah yang mengajukan
pembiayaan. Dan nasabah melakukan angsuran
pembayaran kepada bank setiap bulan pada
tanggal yang telah ditetapkan dan disepakati.

PT. Bank Syariah Mandiri Cabang
Jember mengakui keuntungan Murabahah pada



saat terjadinya akad. Dan  persentase
perhitungannya ditentukan berdasarkan besaran
pembiayaan yang diberikan kepada nasabah.
2. Pengukuran Pembiayaan Murabahah
PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jember

mengukur aset Murabahah dilihat berdasarkan
jenis pesanannya. Untuk jumlah angsuran,
margin, uang muka yang harus disetorkan,
besaran potongan yang diberikan, serta denda
yang dikenakan kepada nasabah yang lalai
diukur dan dinilai berdasarkan pada besaran
jumlah pembiayaan yang diajukan oleh nasabah.
3. Penyajian Pembiayaan Murabahah

PT. Bank Syariah Mandiri- Cabang
Jember menyajikan piutang Murabahah dalam
akun piutang Murabahah = dan  margin
Murabahah tangguhan dalam akun' pendapatan
margin Murabahah yang ditangguhkan.
4. Pengungkapan Pembiayaan Murabahah

PT. Bank Syariah Mandiri Cabang
Jember mengungkapkan hal-hal yang diperlukan
sesuai dengan PSAK 102 tentang penyajian
laporan keuangan syariah, yaitu laporan posisi
keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan
komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas,
laporan arus kas, dan catatan atas laporan
keuangan.

Temuan Penelitian

Bank Syariah Mandiri- Cabang Jember
menyediakan produk pembiayaan dalam bentuk
pembiayaan Murabahah, istishna’, dan gardh
serta produk dalam bentuk pembiayaan
mudharabah dan musyarakah. Berdasarkan data
yang diperoleh dari hasil wawancara dan
dokumentasi mengenai pembiayaan Murabahah,
dapat dianalisis sebagai berikut:
Pengakuan dan Pengukuran

Berdasarkan  hasil  observasi  dan

wawancara di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang
Jember, pada saat perolehan asset Murabahah
tidak diakui sebagai persediaan.  Asset
Murabahah adalah jaminan nasabah dimana
yang menjadi jaminan nasabah ini sesuai dengan
apa yang dibiayai. Misalnya untuk griya, jadi
jadi yang menjadi asset sekaligus jaminan
adalah griya tersebut. Pada saat asset perolehan
juga asset Murabahah dinilai sesuai harga pasar

e- Journal EKonomi Bisnis dan Akuntansi 2020

bukan berdasarkan biaya perolehan. Dalam hal
penjurnalan PT. Bank Syariah Mandiri Cabang
Jember hanya menjurnal sekali yakni pada saat
pencairan dengan jurnal:

Piutang Nasabah Rp. xxx
Murabahah Rp. Xxx
Nasabah Rp. xxx

Margin yang ditangguhkan ~ Rp. Xxx

Hal ini menunjukkan bahwa penerapan
PSAK 102 untuk Murabahah di PT. Bank
Syariah  Mandiri Cabang Jember belum
sepenuhnya diterapkan karena seharusnya jika
sudah menerapkan PSAK 102 maka jurnal yang
dikenal ada banyak dan bukan jurnal pada saat
pencairan. Seperti pada perolehan, aset
Murabahah diakui sebagai persediaan sebesar
biaya perolehan maka jurnalnya akan menjadi:
Aset Murabahah Rp. xxx

Kas Rp. xxx

Selanjutnya terkait dengan Murabahah
pesanan’ mengikat, pihak PT. Bank Syariah
Mandiri- Cabang Jember — mengganggapnya
sebuah produk lain selain Murabahah yaitu
ijarah. Padahal Murabahah berbeda = dengan
ijarah. ljarah adalah sewa, dan Murabahah
adalah jual beli.

Dalam PSAK 102 pada paragraph 19
pada (a) (ii) jika terjadi penurunan nilai aset
karena using, rusak ‘atau kondisi lainnya
sebelum diserahkan ke nasabah, penurunan nilai
tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi
aset, maka seharusnya dijurnal menjadi:

Beban Rp. xxx

Aset Murabahah

Rp. xxx

Namun PT. Bank Mandiri Syariah
Cabang Jember tidak menjurnalnya sebagai
beban  karena pencatatannya itu hanya
dilakukan sekali saja yaitu pada saat pencairan.

Menurut PSAK 102 paragraf 20
menjelaskan bahwa diskon pembelian aset
Murabahah diakui sebagai:

1) Pengurangan  biaya  perolehan  aset
Murabahah, jika terjadi akad Murabahah
maka seharusnya jurnal:
Aset Murabahah

Kas

Rp. xxx

Rp. xxx



2) Kewajiban kepada pembeli, jika terjadi
setelah akad Murabahah dan sesuai akad
yang disepakati menjadi hak pemilik maka
seharusnya dijurnal:

Kas Rp. xxx

Hutang

Rp. xxx
3) Tambahan keuntungan Murabahah, jika

terjadi setelah akad Murabahah dan sesuai
akad, menjadi hak penjual maka dijurnal:
Kas Rp. xxx

Keuntungan Murabahah

Rp. xxx
4) Pendapatan operasi lain jika terjadi setelah

akad Murabahah dan tidak diperjanjikan
dalam akad dijurnal menjadi:
Kas Rp. xxx
Pendapatan Operasi Lain
Rp. xxx
Namun PT. Bank Syariah Mandiri Cabang

Jember tidak  melakukan ‘pencatatan terkait

dengan diskon murabhah.

Selanjutnya dalam- pengakuan keuntungan

Murabahah seharusnya diakui:

Pada saat terjadinya penyerahan jika dilakukan

secara tunai atau secara tangguh yang -tidak

melebihi satu tahun, maka jurnalnya menjadi:
Kas Rp. xxx
Piutang Murabahah Rp. XXX

Aset Murabahah

Rp. xxx

Keuntungan

Rp. xxx

Sehubungan dengan hal tersebut diatas
maka, PT. Bank Syariah Mandiri dalam hal
pengakuan  dan  pengukuran keuntungan
Murabahah belum sepenuhnya sesuai dengan
PSAK 102.

Jurnal dalam hal pengakuan dan
pengukuran keuntungan Murabahah di PT.
Bank Syariah Mandiri Cabang Jember yaitu:
Margin Keuntungan Rp. xxx

Pendapatan Margin

Rp. xxx

PSAK 102 menjelaskan bahwa dalam
hal pengakuan pelunasan piutang
Murabahahyang diberikan kepada pembeli
yang melunasi secara tepat waktu atau lebih
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cepat dari waktu yang disepakati itu diakui
sebagai pengurang keuntungan Murabahah. Dan
dijurnal menjadi:
1) Diberikan pada saat pelunasan, yaitu penjual
mengurangi piutang Murabahah dan keuntungan
Murabahah dijurnal menjadi:
Kas Rp. xxx
Keuntungan ditangguhkan Rp. xxx
Piutang Murabahah
Rp. xxx
Keuntungan
Rp. xxx
2) Diberikan pada saat pelunasan, yaitu penjual
menerima pelunasan dari pembeli dan kemudian
membayarkan potongan pelunasannya kepada
pembeli dijurnal menjadi:

Kas Rp. xxx
Keuntungan Rp. xxx
Piutang Murabahah
Rp. xxx
Keuntungan
Rp. xXxx

Namun hal ini berbeda lagi dengan yang
ada di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang
Jember untuk pencatatan potongan pelunasan
piutang menjadi:

Nasabah

Margin

Piutang
Rp. xxx
Pendapatan Margin
Rp. xxx

PSAK' 102 paragraf 28 menjelaskan
bahwa potongan angsuran Murabahah dapat
diakui:

1) Jika disebabkan oleh pembeli yang
membayar secara tepat waktu, maka diakui
sebagai keuntungan Murabahah, sehingga
dapat dijurnal:

Rp. xxx
Rp. xxx

Keuntungan Murabahah  Rp. xxx
Kas
Rp. xxx
2) Jika  disebabkan oleh penurunan

kemampuan pembayaran pembeli maka

diakui sebagai beban, sehingga dapat
dijurnal:
Kas Rp. xxx

Keuntungan yang ditangguhkan  Rp. xxx



Beban
Piutang Murabahah
Rp. xxx
Keuntungan
Rp. xxx

Namun PT. Bank Syariah Mandiri Cabang
Jember tidak mengakui adanya potongan
angsuran Murabahah.

PSAK 102 paragraf 29 menjelaskan bahwa
denda dikenakan jika pembeli lalai dalam
melakukan kewajibannya sesuai dengan akad,
dan denda yang diterima diakui sebagai bagian
dana kebijakan. Maka jurnalnya menjadi:

Dana Kebajikan — Kas Rp. Xxxx

Dana Kebajikan — Denda
Rp. xxx

Sedangkan di PT. Bank Syariah Mandiri
Cabang Jember jika mengakui adanya denda
maka jurnalnya:

Nasabah

Dana Sosial
Rp. xxx

PSAK 102 paragraf 30 menjelaskan bahwa
pengukuran dan pengakuan uang muka yaitu:

1) Uang muka diakui sebagai uang muka
pembelian sebesar jumlah yang diterima,
maka jurnalnya:

Rp. xxx

Rp. xxx

Kas Rp. xxX
Hutang Lain — Uang Muka Murabahah
Rp. xxx

2) Jika barang jadi dibeli oleh pembeli, maka
uang muka diakui sebagai pembayaran
piutang, maka jurnalnya:

Utang Lain — Uang Muka Murabahah
Rp. xxx
Piutang Murabahah
Rp. xxx

3) Jika barang batal dibeli oleh pembeli
setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya
telah dikeluarkan oleh penjual, maka dalam

rangka memenuhi  permintaan  calon
pembeli maka selisihnya dapat
dikembalikan kepada calon pembeli,
sehingga jurnalnya:
Pembeli
Rp. xxx
Utang Lain - Uang Muka Murabahah
Rp. xxx
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Pendapatan Operasional
Rp. xxx
Kas
Rp. xxx
4) Pesanan dibatalkan jika wuang muka
dibayarkan oleh calon pembeli lebih kecil
dari pada biaya yang telah dikeluarkan oleh
penjual, maka jurnalnya:
Kas/Piutang
Rp. xxx
Utang Lain — Uang Muka Murabahah
Rp. xxx
5) Jika perusahaan menanggung kekurangan
atau uang muka sama dengan beban yang
dikeluarkan maka jurnalnya:
Utang Lain — Uang Muka Murabahah
Rp. xxx
Pendapatan Operasional
Rp. xxx
PT. Bank Syariah Mandiri Cabang
Jember ~belum megakui- adanya uang muka.
Akuntansi untuk pembeli akhir di PT. Bank
Syariah Mandiri dalam hal ini terkait dengan
hutang yang timbul dari transaksi Murabahah
tangguh, diakui oleh bank sebagai margin
ditangguhkan. Padahal seharusnya pengakuan
berdasarkan PSAK 102 paragraf 31 adalah
hutang yang timbul dari-transaksi- Murabahah
tangguh. Seharusnya diakui sebagai hutang
Murabahah sebesar harga beli yang disepakati
atau jumlah yang wajib dibayarkan, dan bukan
diakui sebagai-margin.

Analisis Kesesuaian Pengakuan Akuntansi
Pembiayaaan Murabahah di PT. Bank
Syariah Mandiri Cabang Jember dengan
PSAK No. 102
1. Pengakuan Aset Murabahah

Dalam PSAK No. 102 paragraf 15,
disebutkan bahwa aset Murabahah diakui
sebagai persediaan sebesar biaya perolehan.
Pada praktiknya, PT. Bank Syariah Mandiri

Cabang Jember tidak mengakui adanya
persediaan aset Murabahah. Bank tidak
melakukan  penyediaan aset di  dalam

perusahaan, dan hanya melakukan pembelian
aset ketika ada nasabah yang mengajukan
pembiayaan dengan pesanan. Dan dalam



prakteknya, sebagian besar akad yang dilakukan
adalah akad Murabahah bil wakalah, sehingga
pembelian aset diwakilkan kepada nasabah yang
melakukan pembiayaan Murabahah. Bank
hanya melakukan crosscheck kepada nasabah
setelah pembelian aset selesai, dengan meminta
bukti pembelian kepada nasabah.

2. Pengakuan  Diskon  Pembelian
Murabahah

Dalam PSAK No. 102 paragraf 17,
terkait diskon pembelian aset Murabahah diatur
sebagai berikut:

a. Jika diskon pembelian terjadi sebelum akad,
maka diakui sebagai pengurang biaya
perolehan aset Murabahah.

b. Diakui sebagai liabilitas kepada pembeli,
jika terjadi setelah akad Murabahah dan
sesuai akad yang disepakati, maka menjadi

Aset

hak pembeli.
c. Diakui sebagai tambahan keuntungan
Murabahah, jika terjadi setelah akad

Murabahah dan sesuai dengan akad, maka
menjadi hak penjual; atau

d. Jika terjadi setelah akad Murabahah dan
tidak diperjanjikan dalam akad, maka
menjadi pendapatan operasi lain.

Dalam praktiknya, PT. Bank Syariah
Mandiri Cabang  Jember mengakui  adanya
diskon pembelian aset. Ketika pembiayaan
Murabahah dilakukan dengan pesanan, maka
diskon akan diakui sebagai pengurang biaya
perolehan aset. Jika pembiayaan Murabahah
dilakukan dengan akad wakalah, maka bank
hanya mengakui harga perolehan barang saja,
dan diskon yang diberikan oleh penjual menjadi
hak pembeli.

3. Pengakuan Piutang Murabahah

Dalam PSAK No. 102 paragraf 22,
dijelaskan bahwa pada saat akad Murabahah,
piutang Murabahah diakui sebesar biaya
perolehan aset Murabahah ditambah keuntungan
yang disepakati. Akhir periode laporan
keuangan, piutang Murabahah dinilai sebesar
nilai neto yang dapat direalisasi, yaitu saldo
piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang.

Pada praktiknya, PT. Bank Syariah
Mandiri Cabang Jember mengakui piutang
Murabahah pada saat terjadinya akad

e- Journal EKonomi Bisnis dan Akuntansi 2020

Murabahah. Piutang Murabahah tersebut dicatat
sebesar biaya perolehan aset Murabahah
ditambah dengan keuntungan yang disepakati.

Dan pencatatan dilakukan setiap bulan ketika

nasabah melakukan cicilan pembayaran, dengan

besaran piutang pokok ditambah margin.

4. Pengakuan Keuntungan Murabahah

Dalam PSAK No. 102 paragraf 20,
keuntungan Murabahah diakui:

a. Pada saat terjadinya penyerahan barang jika
dilakukan secara tunai atau secara tangguh
yang tidak melebihi satu tahun; atau

b. Selama periode akad sesuai dengan tingkat
risiko dan upaya untuk merealisasikan
keuntungan tersebut, transaksi tangguh lebih
dari satu tahun. Metode-metode berikut ini
digunakan, dan dipilih yang paling sesuai
dengan karakteristik risiko dan upaya
transaksi Murabahah-nya:

1) Keuntungan diakui saat penyerahan aset
Murabahah. Metode ini terapan untuk
Murabahah tangguh dimana risiko
penagihan kas dari piutang Murabahah
dan beban pengelolaan piutang serta
penagihannya relatif kecil.

2) Keuntungan diakui proporsional dengan
besaran kas yang berhasil ditagih dari
piutang Murabahah. Metode ini terapan
untuk  transaksi - Murabahah tangguh
dimana risiko piutang tidak tertagih
relatif besar dan/atau beban untuk
mengelola dan menagih piutang tersebut
relatif besar juga.

3) Keuntungan diakui saat seluruh piutang
Murabahah berhasil ditagih. Metode ini
terapan -untuk transaksi Murabahah
tangguh dimana resiko piutang tidak
tertagih dan beban pengelolaan piutang
serta penagihannya cukup besar. Dalam
praktik, metode ini jarang dipakai,
karena transaksi Murabahah tangguh
mungkin tidak terjadi bila tidak ada
kepastian  yang  memadai  akan
penagihan kasnya.

Dalam praktiknya PT. Bank Syariah
Mandiri Cabang Jember mengakui keuntungan
Murabahah selama periode akad. Keuntungan
diakui proporsional sebesar jumlah yang dapat



ditagih dari piutang Murabahah. Pencatatan

keuntungan  Murabahah dilakukan ketika
nasabah melakukan cicilan pelunasan setiap
bulannya.

5. Pengakuan Potongan Pelunasan Piutang
Murabahah
Dalam PSAK No. 102 paragraf 23, potongan
pelunasan  piutang Murabahah yang
diberikan kepada pembeli yang melunasi
secara tepat waktu atau lebih cepat dari
waktu yang disepakati diakui sebagai
pengurang keuntungan Murabahah.

Dalam praktiknya, PT. Bank Syariah
Mandiri Cabang Jember mengakui adanya
potongan pelunasan piutang -~ Murabahah.
Potongan ini diberikan kepada nasabah yang
dapat melakukan pelunasan lebih' cepat dari
waktu yang telah disepakati. = Potongan
pelunasan diberikan pada saat nasabah melunasi
piutang Murabahah, dengan memberikan
potongan margin sekian kali ‘cicilan. Dan
potongan pelunasan piutang ‘Murabahah ini
diakui  sebagai  pengurang = keuntungan
Murabahah yang harusnya didapat oleh pihak
bank.

6. Pengakuan Potongan Angsuran Murabahah

Dalam PSAK No. 102 paragraf 24,
Potongan angsuran Murabahah diakui sebagai
berikut:

a. Jika disebabkan oleh  pembeli  yang
membayar secara tepat waktu, maka diakui
sebagai pengurang keuntungan Murabahah;

b. Jika disebabkan oleh penurunan kemampuan
pembayaran pembeli, maka diakui sebagai
beban.

Dalam praktiknya PT. Bank Syariah
Mandiri Cabang Jember tidak  memberikan
potongan angsuran Murabahah kepada nasabah
dapat melakukan pembayaran tepat waktu atau
lebih awal dari waktu yang disepakati.

7. Pengakuan Denda

Dalam PSAK No. 102 paragraf 26,
denda dikenakan jika pembeli lalai dalam
melakukan kewajibannya sesuai dengan akad,
dan uang denda yang diterima diakui sebagali
dana kebajikan.

Dalam praktiknya, PT. Bank Syariah

Mandiri Cabang Jember akan memberikan
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denda kepada nasabah lalai dalam melakukan
kewajibannya terkait keharusan pembayaran
angsuran tepat waktu setiap bulannya. Sebelum
menjatuhkan sanksi denda ini, pihak bank akan
melakukan crosscheck terkait keterlambatan
pembayaran ini.

Jika memang disebabkan karena
nasabah cenderung meremehkan, sebenarnya
nasabah mampu membayar tapi menunda untuk

melakukan pembayaran, maka bank
menjatuhkan sanksi kepada nasabah tersebut.
Akan tetapi, jika keterlambatan memang
dikarenakan penurunan kemampuan
pembayaran, maka bank akan memberikan
jangka waktu lebih untuk nasabah bisa
membayar. Tetapi dalam praktiknya, bank

belum pernah - menjatuhkan denda kepada

nasabah yang tidak membayar tepat waktu. Dan

denda yang diterima nantinya tidak akan diakui
sebagai pendapatan, melainkan sebagai bagian
dari dana kebajikan.

8. 'Pengakuan Uang Muka

Dalam PSAK No. 102 paragraf 15,

Pengakuan dan pengukuran uang muka adalah

sebagai berikut:

a. Diakui - sebagai uang muka pembelian
sebesar jumlah yang diterima;

b. Jika barang jadi dibeli oleh pembeli, maka
uang muka diakui sebagai pembayaran
piutang (merupakan bagian pokok);

¢.-Jika barang batal dibeli olen pembeli, maka
uang muka dikembalikan kepada pembeli
setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya
yang telah dikeluarkan oleh penjual.

Dalam praktiknya, PT. Bank Syariah
Mandiri CabangJember menetapkan kepada
nasabahnya untuk menyetorkan sejumlah uang
muka kepada pihak bank. Besaran jumlah uang
muka yang harus disetorkan berbeda-beda,
tergantung pada besarnya jumlah pembiayaan
yang diajukan. Dan uang muka yang diterima,
akan diakui sebagai pembayaran piutang.

Analisis Kesesuaian Pengukuran Akuntansi
Pembiayaaan Murabahah di PT. Bank
Syariah Mandiri Cabang Jember dengan
PSAK No. 102



Pengukuran aset Murabahah setelah
perolenan dalam PSAK No. 102 paragraf 15
dijelaskan sebagai berikut:

1. Jika Murabahah pesanan mengikat, maka:

a. dinilai sebesar biaya perolehan; dan

b. jika terjadi penurunan nilai aset karena
usang, rusak atau kondisi lainnya
sebelum  diserahkan ke  nasabah,
penurunan nilai tersebut diakui sebagai
beban dan mengurangi nilai aset.

2. Jika Murabahah pesanan tidak mengikat,
maka:

a. Dinilai sebesar biaya perolehan atau
nilai neto yang dapat direalisasi, mana
yang lebih rendah; dan

b. Jika nilai neto yang dapat direalisasi
lebih rendah dari biaya perolehan, maka
selisihnya diakui sebagai kerugian.

Dalam praktiknya, sebagian besar akad
yang dilakukan oleh PT. Bank Syariah Mandiri
Cabang Jember adalah akad Murabahah bil
wakalah. Dan PT. Bank Syariah Mandiri
Cabang Jember menilai aset Murabahah tersebut
sebesar biaya perolehan

Analisis Kesesuaian  Penyajian Akuntansi
Pembiayaaan = Murabahah di PT. Bank
Syariah Mandiri Cabang Jember dengan
PSAK No. 102

1. Penyajian Piutang Murabahah

Dalam PSAK No. 102 paragraf 33,
disebutkan bahwa piutang Murabahah disajikan
sebesar nilai neto yang dapat direalisasikan,
yaitu saldo piutang Murabahah dikurangi
penyisihan kerugian piutang.

Dalam praktiknya PT. Bank Syariah
Mandiri Cabang Jember menyajikan piutang
Murabahah itu sebesar berapa yang bisa
direalisasikan. Dan perhitungannya saldo
piutang dikurang dengan penyisihan kerugian
piutang yang sudah dibuat oleh bank.

2. Penyajian margin Murabahah

Dalam PSAK No. 102 paragraf 38,
disebutkan ~ bahwa  margin  Murabahah
tangguhan disajikan sebagai pengurang (contra
account) piutang Murabahah. Dalam
praktiknya, PT. Bank Syariah Mandiri Cabang
Jember  menyajikan  margin  Murabahah
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tangguhan itu sebagai sebagai pengurang dari
piutang Murabahah dalam akun pendapatan
margin Murabahah yang ditangguhkan.

3. Penyajian Beban Murabahah

Dalam PSAK No. 102 paragraf 39,
disebutkan bahwa beban Murabahah tangguhan
disajikan sebagai pengurang (contra account)
utang Murabahah.

Dalam praktiknya, PT. Bank Syariah
Mandiri Cabang Jember tidak menyajikan beban
Murabahah. Karena bank menggunakan akad
Murabahah bil wakalah, sehingga tidak ada
selisih-antara harga beli yang disepakati dengan
harga perolehan tunai.

Analisis Kesesuaian Pengungkapan

Akuntansi Pembiayaaan Murabahah di PT.

Bank Syariah Mandiri Cabang Jember

dengan PSAK No. 102

Dalam PSAK ‘No. 102 paragraf 36,
penjual - mengungkapkan  hal-hal yang terkait
dengan transaksi Murabahah. Akan tetapi, tidak
hanya terbatas pada:

1. Harga perolehan aset Murabahah,

2. Janji  pemesanan dalam  Murabahah
berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau
bukan, dan

3. Pengungkapan yang. diperlukan
PSAK 102 tentang penyajian
keuangan syariah.

Dalam praktiknya PT. Bank Syariah
Mandiri-Cabang Jember melakukan penyusunan
laporan keuangan terpusat, artinya kantor pusat
yang menyusun laporan keuangan berdasarkan
keseluruhan data yang masuk dari kantor
cabang. Dan laporan keuangan yang disusun
sudah sesuai dengan PSAK 102 yang mencakup
laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan
penghasilan ~ komprehensif  lain,  laporan
perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan
atalaporan keuangan.

Berdasarkan tabel 1 hasil statistik
dekriptif yang di olah menggunakan SPPS 22
menunjukkan Dapat dilihat bahwa perusahaan
yang menjadi sampel penelitian yang memiliki
ukuran  perusahaan paling kecil adalah
perusahaan Kalbe Farma Tbk. pada tahun 2018
yaitu sebesar 1,25878091 hal ini mengandung

sesuai
laporan



pengertian bahwa Rp 1 total aktiva akan diukur
dengan Rp. 1,25878091 asset yang dimiliki oleh

perusahaan. Sedangkan perusahaan yang
memiliki ukuran perusahaan yang paling besar
adalah Perusahaan Gas Negara Tbk pada tahun
2018 yaitu sebesar 9,89978074 hal ini
mengandung pengertian bahwa Rp 1 total aktiva
akan diukur dengan Rp. 9,89978074 asset yang
dimiliki oleh perusahaan.

Pembahasan

Mengenai Kesesuaian Pengakuan Akuntansi
Pembiayaan Murabahah di PT. Bank Syariah
Mandiri Cabang Jember dengan PSAK No.
102

Menurut Kerangka Dasar Penyusunan dan
Penyajian Laporan Keuangan  Syariah
(KDPPLKS) paragraf 109 disebutkan bahwa
pengakuan (recognition) merupakan proses
pembentukan suatu pos yang memenuhi definisi
unsur  serta kriteria  pengakuan  yang
dikemukakan dalam paragraf 110 dalam neraca
atau laporan laba rugi. Dalam PSAK No. 102
tentang akuntansi pembiayaan Murabahah
paragraf 15, dijelaskan bahwa pada saat
perolehan aset Murabahah diakui sebagai
persediaan sebesar biaya perolehan.

PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jember
menerapkan sistem wakalah dalam akadnya
terkait pembelian aset Murabahah. Hal ini
berdasarkan pada Fatwa DSN MUI No.04/DSN-
MUI/IV/2000. Praktik yang seperti ini menjadi
alasan mengapa PT. Bank Syariah Mandiri

Cabang Jember tidak = mengakui adanya
persediaan aset Murabahah.
Ketika penjual memberikan  diskon

pembelian kepada calon pembeli, dan hal ini
diketahui sebelum terjadinya akad antara bank
dan nasabah, karena pembelian aset diwakilkan
kepada nasabah, maka bank akan menilai
potongan pembelian tersebut sebagai pengurang
biaya perolehan.

PT. Bank Syariah Mandiri Cabang
Jember, dalam laporan keuangannya mencatat
akad Murabahah ini sebagai piutang Murabahah
pada saat terjadinya akad tersebut. Piutang
Murabahah ini diakui sebesar biaya perolehan
aset ditambah dengan keuntungan atau margin
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yang disepakati. Keuntungan Murabahah diakui
selama periode akad Murabahah, dengan
metode perhitungan proporsional sebesar jumlah
yang dapat ditagih dari nasabah pada setiap
setorannya.

Besaran angsuran yang ditetapkan oleh
PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jember
kepada nasabah yang melakukan pembiayaan
Murabahah adalah jumlah biaya perolehan aset
ditambah dengan margin yang telah disepakati
kemudian dibagi dengan jumlah lamanya waktu
pelunasan yang telah disepakati. PT. Bank
Syariah. . Mandiri Cabang Jember tidak
memberikan potongan pembayaran terhadap
nasabah yang dapat membayar angsurannya
secara tepat waktu. Tetapi, bank akan
mempertimbangkan untuk memberikan
potongan pembayaran, atau yang disebut dengan
mugasah, kepada nasabah yang dapat melunasi
hutangnya lebih cepat dari waktu yang telah
disepakati. Dan besaran-potongan pembayaran
yang diberikan tergantung kepada kebijakan dari
PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jember.

Untuk kasus pembiayaan macet, PT. Bank
Syariah- Mandiri ~ Cabang  Jember  akan
mengenakan denda kepada nasabah = yang
mengalami - pembiayaan macet. Tetapi dalam
praktik di lapangan, sebelum mengenakan denda
tersebut bank akan terlebih dahulu melakukan
analisa kepada nasabah yang bermasalah. Ketika
diketahui  bahwa. - kelalaian = pemenuhan
kewajiban memang karena nasabah belum
mampu untuk mengangsur, -maka bank akan
memberikan perpanjangan waktu untuk nasabah
membayar angsuran tersebut. Tetapi jika
nasabah sengaja melakukannya dan bersikap
meremehkan ketentuan yang sudah ditetapkan
dan disepakati, maka bank akan memberikan
denda. Ketika tidak juga ada perubahan sikap
dari nasabah, maka bank akan mengeluarkan
surat peringatan. Atau bahkan bank akan
menjatuhkan somasi kepada nasabah yang
bermasalah jika tidak ada i’tikad baik dari
nasabah setelah tiga kali bank memberikan surat
peringatan.

PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jember
dalam pelaksanaan akad Murabahah akan
meminta uang muka kepada nasabah yang



mengajukan pembiayaan. Besaran jumlah uang
muka yang harus diberikan kepada bank
tergantung kepada besarnya jumlah pembiayaan
yang diajukan. Dan jika nasabah ingin
menyetorkan uang muka dengan jumlah yang
berbeda dari yang sudah ditentukan oleh bank,
maka bank akan membolehkan hal tersebut
selama tidak melanggar ketentuan yang sudah
ditetapkan.

Mengenai Kesesuaian Pengukuran Akuntansi
Pembiayaan Murabahah di PT. Bank Syariah
Mandiri Cabang Jember dengan PSAK No.
102

Menurut Kerangka Dasar Penyusunan dan
Penyajian Laporan Keuangan  Syariah
(KDPPLKS) paragraf 127 disebutkan bahwa
pengukuran adalah proses penetapan jumlah
uang untuk mengakui dan memasukkan setiap
unsur laporan keuangan dalam neraca dan
laporan laba rugi. Dalam  PSAK No. 102
paragraf 15 dijelaskan bahwa pengukuran aset
Murabahah setelah perolehan adalah:
1. Jika Murabahah pesanan mengikat, maka:

a. Dinilai sebesar biaya perolehan; dan

b. Jika terjadi penurunan nilai aset karena
usang, rusak —atau kondisi lainnya
sebelum  diserahkan ke nasabah,
penurunan nilai tersebut diakui sebagai
beban dan mengurangi nilai aset .

2. Jika Murabahah pesanan tidak mengikat,
maka:

a. Dinilai sebesar biaya perolehan atau
nilai neto yang dapat direalisasi, ‘mana
yang lebih rendah; dan

b. Jika nilai neto yang dapat direalisasi
lebih rendah dari biaya perolehan, maka
selisihnya diakui sebagai kerugian.

Dalam praktiknya, sebagian besar akad
yang dilakukan oleh PT. Bank Syariah Mandiri
Cabang Jember adalah akad Murabahah bil
wakalah, sehingga pembelian aset diwakilkan
kepada nasabah yang melakukan pembiayaan
Murabahah. Bank hanya melakukan crosscheck
kepada nasabah setelah pembelian aset selesai,
dengan meminta bukti pembelian kepada
nasabah. Dan PT. Bank Syariah Mandiri Cabang
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Jember menilai aset Murabahah tersebut sebesar
biaya perolehan.

Mengenai Kesesuaian Penyajian Akuntansi
Pembiayaan Murabahah di PT. Bank Syariah
Mandiri Cabang Jember dengan PSAK No.
102

Penyajian adalah tentang bagaimana
semua transaksi disajikan ke dalam laporan
keuangan sehingga dapat dibaca oleh pihak-
pihak yang memiliki kepentingan dan kebutuhan
terhadap laporan keuangan tersebut (Yahdiyani;
2015).

Dalam PSAK No. 102 paragraf 33, 34,
dan 35 dijelaskan bahwa (a) piutang Murabahah
disajikan sebesar neto yang dapat direalisasikan,
yaitu saldo piutang Murabahah dikurangi
penyisihan  kerugian _piutang, (b) margin
Murabahah = tangguhan . disajikan  sebagai
pengurang piutang Murabahah, (c) beban
Murabahah = tangguhan  disajikan  sebagai
pengurang utang Murabahah.

PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jember
dalam laporan keuangannya menyajikan piutang
Murabahah - sebesar —jumlah yang  dapat
direalisasikan. Dan  menyajikan  margin
Murabahah  tangguhan sebagai pengurang
piutang Murabahah.

Mengenai Kesesuaian Pengungkapan
Akuntansi Pembiayaan Murabahah di PT.
Bank Syariah Mandiri Cabang Jember
dengan PSAK No. 102
Menurut Siegel dan Shim (1994:147)
dalam Yahdiyani (2015) pengungkapan adalah
suatu informasi- yang  disertakan sebagai
lampiran pada laporan keuangan untuk catatan
kaki atau tambahan. Dalam PSAK No. 102
paragraf 36 dijelaskan bahwa penjual
mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan
transaksi Murabahah. Akan tetapi, tidak hanya
terbatas pada:
1. Harga perolehan aset Murabahah,
2. Janji pemesanan dalam  Murabahah
berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau
bukan, dan



sesuali
laporan

3. Pengungkapan yang diperlukan
PSAK 101 tentang penyajian
keuangan syariah.

PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jember
menggunakan sistem laporan keuangan terpusat.
Kantor cabang melakukan input data dan kantor
pusat yang akan melakukan penyusunan laporan
keuangan. Dan laporan keuangan yang disusun
sudah sesuai dengan PSAK 101 tentang
penyajian laporan keuangan syariah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang
diperoleh dari PT. Bank Syariah Mandiri Jember
dan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti
dapat disimpulkan bahwa:

1. Perlakuan akuntansi mengenai pengakuan,
pengukuran, penyajian dan pengungkapan
pembiayaan Murabahah pada PT. Bank
Syariah Mandiri Jember
a. Pengakuan terhadap diskon pembelian,

jumlah piutang, keuntungan, potongan
pelunasan, denda, uang muka, dan
tindakan bank yang meminta jaminan
kepada nasabah sudah sesuai dengan
aturan yang ditetapkan dalam PSAK No.
102 tentang pembiayaan Murabahah.

b. Bank tidak mengakui adanya persediaan
aset Murabahah karena pembelian aset
menggunakan akad wakalah. Hal ini
sesuai dengan aturan yang ditetapkan
dalam Fatwa ~DSN MUl  No.
04/DSNMUI/1V/2000.

c. Bank tidak memberikan potongan
angsuran kepada nasabah yang tepat
waktu membayar. Hal ini bersifat
opsional, sehingga bank berhak untuk
memberikan atau tidak memberikan
potongan angsuran kepada nasabah.

d. Pengukuran aset Murabahah vyang
dilakukan sudah sesuai dengan aturan
yang ditetapkan dalam PSAK No. 102
tentang pembiayaan Murabahah.

e. Penyajian piutang Murabahah dan
margin Murabahah tangguhan sudah
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sesuai dengan aturan yang ditetapkan
dalam PSAK No. 102 tentang
pembiayaan Murabahabh.

f.  Pengungkapan laporan keuangan yang
dilakukan sudah sesuai dengan aturan
yang ditetapkan dalam PSAK No. 102
tentang pembiayaan Murabahah.

2. Perlakuan akuntansi yang diterapkan PT.
Bank Syariah Mandiri Jember mengenai
pengakuan, pengukuran, penyajian serta
pengungkapan terhadap pembiayaan
Murabahah sudah sesuai dengan PSAK No.
102.

Saran
Berdasarkan hasil penelitian, wawancara

serta pembahasan yang telah dijabarkan oleh
peneliti, maka adapun saran yang diberikan
antara lain yaitu:
1. Bagi Pihak PT. Bank Syariah Mandiri

Jember

Pihak PT. Bank Syariah Mandiri Jember
hendaknya - terus = meningkatkan kepatuhan
terhadap -~ pencatatan  akuntansi  dengan
memperbaiki hal yang masih perlu diperhatikan
seperti penunggakan yang dilakukan nasabah
serta_perlu meningkatkan, kebijakan pemberian
denda serta memperluas relasi -agar dapat
menuntun masyarakat muslim untuk berpindah

memilih- lembaga keuangan vyang bersifat
syariah.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi  peneliti  selanjutnya  sebaiknya

memperluas pembahasan penelitian, peneliti bisa
menambahkan informan  yang berasal dari
nasabah untuk mentriangulasi jawaban yang
diberikan  oleh  pihak  Bank  sehingga
mendapatkan informasi yang lebih faktual dan
terpercaya.
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